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Abstract: This research explores the role of correctional institutions in fulfilling the rights
of incarcerated individuals with disabilities. The urgency of this study arises from the
increasing recognition of the need for equitable treatment and access to services for
disabled inmates, which remains underexplored. Utilizing a qualitative approach, data
were collected through interviews with prison staff and disability advocates, alongside a
review of relevant policies. The findings indicate significant gaps in awareness and
implementation of disability rights within correctional facilities, highlighting the necessity
for systemic changes to ensure compliance with legal standards and improve the living
conditions of disabled inmates. This study contributes to the discourse on human rights in
correctional settings and advocates for enhanced support systems.
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-
hak narapidana penyandang disabilitas. Urgensi penelitian ini muncul dari pengakuan yang
semakin meningkat akan kebutuhan perlakuan yang setara dan akses terhadap layanan bagi
narapidana disabilitas, yang masih kurang dieksplorasi. Dengan pendekatan kualitatif, data
dikumpulkan melalui wawancara dengan staf penjara dan narapidana penyandang
disabilitas, serta tinjauan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya
kesenjangan signifikan dalam kesadaran dan penerapan hak-hak disabilitas di dalam
lembaga pemasyarakatan, menyoroti perlunya perubahan sistemik untuk memastikan
kepatuhan terhadap standar hukum dan memperbaiki kondisi hidup narapidana disabilitas.
Penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang hak asasi manusia di lingkungan
pemasyarakatan dan mendorong peningkatan sistem dukungan.

Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan; hak disabilitas; narapidana; hak asasi manusia;
perubahan sistemik.

A.Pendahuluan

Peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana penyandang
disabilitas menjadi isu penting di tengah upaya global untuk memastikan keadilan sosial
dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak
ini, implementasinya di lapangan sering kali tidak memadai. Hal ini menyebabkan
narapidana penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan
narapidana lainnya, baik dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, maupun
rehabilitasi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak
tersebut serta mencari solusi yang efektif. Teori keadilan sosial dan hak asasi manusia
menjadi dasar dalam penelitian ini. Teori keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi
sumber daya dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memandang latar belakang
mereka. Sementara itu, kerangka hak asasi manusia memberikan panduan mengenai
kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak individu, termasuk mereka
yang mengalami disabilitas. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menganalisis
bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal dalam konteks
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perlindungan hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sering kali tidak siap untuk menangani
kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas. Beberapa studi telah
mengungkapkan adanya diskriminasi dan stigma yang dialami oleh individu-individu ini
di dalam sistem penegakan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam
literatur mengenai langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi
ini. Meskipun banyak penelitian telah membahas isu-isu terkait hak-hak narapidana secara
umum, fokus khusus pada narapidana penyandang disabilitas masih terbatas. Penelitian ini
bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi peran lembaga
pemasyarakatan secara mendalam serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan
sistemik.

B. Metodologi Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data
melalui wawancara mendalam dengan staf lembaga pemasyarakatan dan narapidana
penyandang disabilitas. Dengan cara ini, penelitian dapat mendapatkan detail yang lebih
dalam tentang persepsi dan pengalaman langsung dari subjek penelitian, yaitu staf lembaga
pemasyarakatan dan narapidana penyandang disabilitas. Wawancara mendalam ini
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kompleks dan multi-dimensi,
yang kemudian dianalisis secara kategorikal berdasarkan tema-tema utama yang muncul
selama proses wawancara. Selain itu, tinjauan kebijakan terkait juga dilakukan untuk
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan dalam
konteks perlindungan hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Dengan kombinasi
kedua metode ini, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih teliti dan holistik
tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana penyandang
disabilitas.

C. Hasil dan Pembahasan:
1. Kondisi Saat Ini

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sering kali tidak
memadai dalam memenuhi kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas. Banyak
dari mereka menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar, terutama dalam akses
terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Infrastruktur yang ada di lembaga
pemasyarakatan sering kali tidak dirancang untuk mendukung kebutuhan mereka, yang
menyebabkan interaksi sehari-hari menjadi sulit dan menyulitkan proses rehabilitasi.
Sebagai contoh, narapidana penyandang disabilitas sering kali terpaksa mengandalkan
bantuan dari sesama narapidana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses
ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam banyak kasus, mereka tidak dapat mengakses
layanan medis tepat waktu karena lokasi fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau atau
karena kurangnya staf medis yang terlatih untuk menangani kondisi khusus mereka. Hal
ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan, di mana hak-hak mereka sebagai individu
dengan disabilitas tidak terpenuhi secara memadai. Kondisi fisik yang tidak ramah bagi
penyandang disabilitas juga berkontribusi pada perasaan terasing dan frustrasi di antara
mereka. Misalnya, banyak lembaga pemasyarakatan masih menggunakan desain yang
tidak mempertimbangkan aksesibilitas bagi narapidana dengan keterbatasan fisik, seperti
tangga tanpa pegangan atau toilet yang tidak dapat diakses kursi roda. Ketidakmampuan
untuk bergerak dengan bebas di dalam lingkungan penjara dapat menyebabkan stres
tambahan dan memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, penting
bagi lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dengan menyediakan
fasilitas yang ramah disabilitas, seperti ramp untuk kursi roda, toilet yang dapat diakses,
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dan ruang-ruang yang cukup luas untuk mobilitas. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga
perlu melakukan audit berkala terhadap infrastruktur mereka untuk memastikan bahwa
semua fasilitas memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi
terkait.

2. Tantangan Utama

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan adalah
kurangnya kesadaran dan pelatihan bagi staf mengenai kebutuhan khusus narapidana
penyandang disabilitas. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak dan kebutuhan
mereka, staf sering kali tidak dapat memberikan perlakuan yang sesuai dan manusiawi. Hal
ini berpotensi menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana dengan
disabilitas, di mana mereka mungkin tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan atau
pendidikan yang sama dengan narapidana lainnya. Pelatihan bagi petugas pemasyarakatan
sangat penting agar mereka dapat memahami kebutuhan khusus narapidana penyandang
disabilitas. Pelatihan ini harus mencakup aspek medis serta psikologis dari perawatan
narapidana penyandang disabilitas agar staf dapat memahami kondisi kesehatan dan mental
mereka dengan lebih baik. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan staf tentang
hak-hak penyandang disabilitas, lembaga pemasyarakatan dapat menciptakan lingkungan
yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua narapidana. Selain itu, penting juga untuk
mengembangkan kebijakan internal yang jelas mengenai perlakuan terhadap narapidana
penyandang disabilitas. Kebijakan ini harus mencakup prosedur untuk menangani
permintaan akomodasi khusus serta mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hak-hak
individu. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan pelatihan yang memadai, diharapkan
lembaga pemasyarakatan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan khusus
narapidana penyandang disabilitas. Lebih jauh lagi, lembaga pemasyarakatan perlu
menjalin kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga lain yang
berpengalaman dalam isu-isu disabilitas untuk memberikan pelatihan dan dukungan
tambahan kepada staf. Kerjasama semacam ini akan membantu memperkaya perspektif
petugas tentang cara terbaik untuk menangani situasi-situasi sulit yang mungkin dihadapi
oleh narapidana penyandang disabilitas.

3. Diskriminasi dan Stigma

Diskriminasi dan stigma terhadap narapidana penyandang disabilitas merupakan
masalah serius dalam sistem pemasyarakatan. Mereka sering kali mengalami perlakuan
tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Stigma sosial yang
kuat membatasi kemampuan mereka untuk membangun hubungan sosial dan berpartisipasi
dalam aktivitas komunitas, sehingga memperburuk kondisi mental dan emosional mereka.
Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi narapidana penyandang
disabilitas untuk menjalani masa hukuman dengan baik. Diskriminasi ini dapat muncul
dalam bentuk pengucilan dari program-program rehabilitasi atau pendidikan, serta
kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu,
kebijakan baru yang lebih inklusif perlu diimplementasikan untuk melindungi narapidana
penyandang disabilitas dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, serta kekerasan. Penting
bagi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan kampanye kesadaran di kalangan staf dan
narapidana mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya perlakuan setara.
Dengan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu ini, diharapkan stigma sosial dapat
diminimalkan dan lingkungan yang lebih inklusif dapat tercipta. Kampanye kesadaran ini
bisa melibatkan pelatihan tentang sejarah hak-hak penyandang disabilitas serta dampak
negatif dari stigma terhadap individu tersebut. Dengan cara ini, diharapkan akan ada
perubahan sikap di kalangan staf penjara serta sesama narapidana terhadap individu-
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individu dengan disabilitas.

4. Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik lembaga pemasyarakatan perlu direvisi agar lebih ramah bagi
narapidana penyandang disabilitas. Banyak fasilitas saat ini masih belum memenuhi
standar aksesibilitas, sehingga menghambat mereka dalam mendapatkan layanan kesehatan
dan rehabilitasi dengan baik. Misalnya, banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki
fasilitas seperti ramp atau lift untuk membantu narapidana dengan keterbatasan mobilitas.
Perbaikan infrastruktur menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa semua
narapidana memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan dasar seperti
makanan, sanitasi, dan perawatan medis. Selain itu, fasilitas rehabilitasi juga harus
dirancang agar dapat diakses oleh semua narapidana tanpa terkecuali. Dengan melakukan
perbaikan infrastruktur yang mencakup aksesibilitas fisik, lembaga pemasyarakatan dapat
memastikan bahwa semua narapidana—termasuk mereka yang memiliki disabilitas—
dapat menjalani masa hukuman dengan lebih layak. Lebih jauh lagi, perlu ada evaluasi
berkala terhadap infrastruktur fisik lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa
standar aksesibilitas terus dipenuhi seiring dengan perkembangan kebijakan publik tentang
hak-hak penyandang disabilitas. Evaluasi ini sebaiknya melibatkan masukan dari para ahli
dalam bidang aksesibilitas serta organisasi-organisasi advokasi hak asasi manusia.

5. Program Rehabilitasi Inklusif

Pengembangan program rehabilitasi yang inklusif sangat penting untuk memenuhi
kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Program-program ini harus dirancang
dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental peserta serta memberikan dukungan
psikologis yang diperlukan. Tanpa program rehabilitasi yang sesuai, banyak dari mereka
mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan agar
mampu berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas. Lembaga pemasyarakatan harus
merancang program rehabilitasi yang dapat diakses oleh narapidana dengan keterbatasan
fisik serta menyediakan pelatihan keterampilan hidup untuk meningkatkan kemandirian
mereka. Program-program ini seharusnya tidak hanya fokus pada aspek fisik tetapi juga
pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional para peserta. Selain itu, penting
juga untuk melibatkan pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah atau komunitas lokal
dalam pengembangan program rehabilitasi ini. Kerjasama semacam ini dapat membawa
perspektif baru serta sumber daya tambahan untuk mendukung proses rehabilitasi bagi
narapidana penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi tersebut, lembaga pemasyarakatan
bisa mendapatkan wawasan tentang praktik terbaik dari organisasi lain serta
mengadaptasinya sesuai konteks lokal mereka. Ini juga akan membantu menciptakan
jaringan dukungan bagi para mantan narapidana setelah mereka kembali ke masyarakat.

6. Pelatihan Petugas Pemasyarakatan

Pelatihan bagi petugas pemasyarakatan sangat diperlukan agar mereka dapat
memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana penyandang disabilitas.
Tanpa pelatihan yang tepat, petugas mungkin tidak memiliki pengetahuan atau
keterampilan untuk menangani situasi khusus yang dihadapi oleh narapidana tersebut.
Pelatihan ini harus mencakup aspek medis serta psikologis dari perawatan narapidana
penyandang disabilitas agar staf dapat memahami kondisi kesehatan dan mental mereka
dengan lebih baik. Dengan demikian, petugas pemasyarakatan akan lebih siap dalam
menghadapi tantangan sehari-hari saat berinteraksi dengan narapidana penyandang
disabilitas. Selain itu, pelatihan juga harus menekankan pentingnya empati dan sikap
positif terhadap semua penghuni penjara tanpa memandang latar belakang atau kondisi
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fisik mereka. Dengan meningkatkan keterampilan interpersonal petugas melalui pelatihan
ini, diharapkan akan tercipta suasana penjara yang lebih mendukung bagi semua
narapidana. Lebih jauh lagi, evaluasi efektivitas pelatihan perlu dilakukan secara berkala
guna memastikan bahwa staf terus menerapkan prinsip-prinsip inklusi dalam interaksi
sehari-hari mereka dengan para penghuni penjara.

7. Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan

Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua narapidana—termasuk
penyandang disabilitas—sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di
dalam penjara. Banyak narapidana penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam
mendapatkan perhatian medis yang memadai karena berbagai kendala sistemik.
Penyediaan pelayanan kesehatan yang lengkap dan profesional harus menjadi prioritas agar
narapidana penyandang disabilitas tidak merasa terasing atau terabaikan dalam sistem
kesehatan penjara. Ini termasuk memastikan bahwa tenaga medis memiliki keahlian khusus
dalam menangani kondisi-kondisi terkait disabilitas serta menyediakan fasilitas medis yang
sesuai. Sistem rujukan medis juga perlu diperbaiki agar setiap permintaan perawatan dari
narapidana segera ditindaklanjuti tanpa adanya penundaan berlebihan. Hal ini sangat
penting mengingat kondisi kesehatan beberapa individu mungkin memburuk jika tidak
segera ditangani. Lebih jauh lagi, lembaga pemasyarakatan perlu menjalin kerjasama
dengan institusi kesehatan luar guna memastikan bahwa semua kebutuhan medis para
narapidana—terutama mereka dengan kondisi kronis—dapat terpenuhi secara tepat waktu
dan efektif.

8. Implementasi Kebijakan Baru

Kebijakan baru yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan narapidana
penyandang disabilitas diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka selama
menjalani masa hukuman. Kebijakan ini harus mencakup perlindungan khusus dari
diskriminasi serta tindakan kekerasan dan pelecehan. Implementasi kebijakan ini harus
dilakukan secara konsisten agar semua narapidana diperlakukan secara adil tanpa
memandang kondisi fisik atau mental mereka. Ini termasuk menetapkan prosedur jelas
tentang cara melaporkan pelanggaran hak-hak individu serta mekanisme penegakan hukum
jika terjadi pelanggaran. Penting juga bagi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan
evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut guna memastikan bahwa
hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terlindungi selama berada dalam sistem
pemasyarakatan. Lebih jauh lagi, transparansi dalam proses implementasi kebijakan sangat
penting agar masyarakat luas maupun keluarga para narapidana mengetahui langkah-
langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam
memenuhi hak-hak tersebut.

9. Pendidikan dan Motivasi

Pendidikan dan motivasi merupakan elemen penting dalam memperlakukan
narapidana penyandang disabilitas agar mereka siap reintegrasi ke masyarakat setelah
bebas. Tanpa pendidikan yang memadai, banyak dari mereka mungkin merasa tidak
percaya diri atau terasing setelah menjalani hukuman. Menyediakan program pendidikan
yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri
serta kemampuan adaptasi mereka di masyarakat setelah bebas. Program-program ini
seharusnya dirancang agar mudah diakses oleh semua jenis peserta—termasuk mereka
dengan keterbatasan fisik maupun mental—dan menawarkan berbagai pilihan
pembelajaran sesuai minat masing-masing individu. Lebih jauh lagi, lembaga
pemasyarakatan juga perlu menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan luar guna

P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 253
E-ISSN 2654-8399



Vol.7 No.1 Edisi 1 Oktober 2024 Ensiklopedia of Journal
http://jurnal.ensiklopediaku.org

memberikan peluang belajar bagi para narapidana selama menjalani masa hukuman
sehingga ketika bebas nanti mereka memiliki keterampilan baru untuk digunakan di
masyarakat. Program-program pendidikan tersebut sebaiknya mencakup keterampilan
praktis seperti keterampilan kerja maupun pengembangan diri agar para mantan narapidana
merasa lebih siap menghadapi tantangan kehidupan setelah keluar dari penjara.

10. Integrasi Sosial dan Pengembangan Individu

Integrasi sosial dan pengembangan individu harus diprioritaskan untuk memastikan
bahwa narapidana penyandang disabilitas merasa diperlakukan adil dan memiliki
kesetaraan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Mereka perlu mendapatkan
dukungan sosial agar dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama narapidana maupun
masyarakat luar setelah kembali ke kehidupan normal. Menyediakan pendampingan sosial
serta mempromosikan perlakuan setara dengan individu lainnya dalam mencapai integrasi
sosial adalah langkah penting untuk mendukung perkembangan individu mereka. Dengan
adanya dukungan sosial tersebut, para narapidana akan merasa lebih dihargai sebagai
individu penuh walaupun berada dalam situasi sulit seperti penjara. Selain itu, program-
program rekreasi juga perlu diperkenalkan agar para penghuni penjara dapat berinteraksi
secara positif satu sama lain melalui kegiatan-kegiatan sosial atau olahraga bersama
meskipun ada batasan-batasan tertentu akibat kondisi fisik masing-masing individu.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dalam sistem
pemasyarakatan kita akan mampu menciptakan lingkungan rehabilitatif bagi semua
penghuni penjara—terutama bagi mereka dengan kebutuhan khusus—sehingga bisa
kembali ke masyarakat sebagai individu produktif setelah menyelesaikan masa hukuman
mereka.

D.Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan masih
menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi hak-hak narapidana penyandang
disabilitas. Infrastrukturnya belum ramah disabilitas, kurangnya kesadaran staf, stigma
sosial, dan aksesibilitas fisik yang terbatas adalah beberapa faktor yang mempersulit
kondisi hidup mereka. Diskriminasi dan perlakuan tidak adil juga dialami oleh banyak
narapidana penyandang disabilitas, yang berpotensi memperburuk mental dan emosi
mereka. Namun, penelitian ini juga menyoroti potensi transformasi positif melalui
implementasi kebijakan baru, pelatihan petugas pemasyarakatan, dan perbaikan
infrastruktur fisik. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret
untuk reformasi sistematik: Undang-undang dan regulasi yang lebih inklusif harus
diimplementasikan guna melindungi hak-hak dasar narapidana penyandang disabilitas dari
diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Prosedur jelas tentang cara melaporkan pelanggaran
hak-hak individual harus ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Program pelatihan intensif harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan staf tentang kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas, dengan
fokus pada aspek medis dan psikologis dari perawatan. Audit berkala terhadap fasilitas
harus dilakukan untuk memastikan standar aksesibilitas yang tinggi, termasuk ramp, lift,
toilet yang dapat diakses kursi roda, dan ruang-ruang yang cukup luas. Program rehabilitasi
harus dirancang agar dapat diakses semua jenis peserta—termasuk mereka dengan
keterbatasan fisik maupun mental-—dan menyediakan pelatihan keterampilan hidup serta
dukungan psikologis. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah atau komunitas lokal
dapat membantu meningkatkan efektivitas program-program rehabilitatif dengan
memberikan perspektif baru serta sumber daya tambahan. Melalui implementasi
rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan kondisi hidup narapidana penyandang
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disabilitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Lingkungan penjara yang lebih ramah
disabilitas akan membantu memfasilitasi reintegrasi sosial mantan napi setelah bebas nanti,
sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih mudah dan produktif. Hasil
penelitian ini berkontribusi pada diskursus hak asasi manusia di lingkungan
pemasyarakatan dengan menyoroti perlindungan hak-hak dasar individu yang rentan. Saya
berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pihak berwenang dalam
mereformasi sistem pemasyarakatan sehingga lebih inklusif dan manusiawi.
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